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 Judul dari skripsi ini adalah “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pada PT. 
Cahaya Makmur Industri di Makassar”. Masalah yang menjadi focus dari tulisan 
ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Cahaya Makmur 
Industri di Makassar, factor apakah yang menghambat pelaksanaan Perjanjian 
Kerja Pada PT. Cahaya Makmur Industri di Makassar. Tujuan penelitian yaitu 
untuk mengetahui cara pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Cahaya Makmur 
Industri di Makassar, untuk mengetahui factor-faktor yang menghambat lahirnya 
pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Cahaya Makmur Industri di Makassar. 
Penelitian ini dilakukan pada PT. Cahaya Makmur Industri Jenis penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat 
deskriptif yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang 
diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek 
pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak. Data yang dipergunakan 
adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, serta data 
sekunder yang berupa data dari buku-buku, literatur, peraturan-peraturan dan lain-






Pembangunan jangka panjang Indonesia dilaksanakan secara bertahap, tujuan
dilaksanakan secara bertahap adalah untuk meningkatkan taraf  hidup dan
kesejahteraan seluruh rakyat serta untuk pembangunan pada tahap berikutnya.
Kemajuan ilmu dan tekhnologi sebagai hasil cipta dan karya budaya manusia telah
mampu menempatkan makna kerja didalam tatanan kehidupan yang sangat penting.
Sasaran pembangunan jangka panjang adalah untuk terciptanya landasan yang kuat
bagi bangsa Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Dalam suatu negara yang sedang membangun, keberadaan tenaga kerja
sebagai sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dari berbagai komponen
pembangunan yang satu dengan yang lainnya dimana tidak dapat dipisahkan, akan
tetapi dalam kenyataannya harus diakui bahwa tenaga kerja merupakan komponen
yang paling menonjol dalam sebuah lingkungan kerja. Sebaliknya sikap Islam
terhadap perjanjian bisa dilihat dari ayat-ayat al-Qur’an, diantaranya firman Allah







“Kemudian kamu berpaling setelah (adanya perjanjian) itu, Maka kalau tidak
ada karunia Allah dan rahmatNya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang
rugi”.1
Perkembangan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia sudah sedemikian
lamanya. Dalam perkembangan tersebut tentunya terdapat dinamika yang
mengambarkan bagaimana hubungan ketenagakerjaan adalah hubungan kerja yang
sangat komplek. Kemungkinan yang dapat terjadi dari hubungan kerja yang tidak
seimbang adalah dapat terjadi perselisihan dalam melakukan pekerjaan.
Dalam bidang perburuhan timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan
para buruh biasanya berpokok pangkal karena adanya perasaan-perasaan kurang puas.
Pengusaha memberikan kebijakasanaan-kebijaksanaan yang menurut
pertimbangannya sudah baik dan bakal diterima oleh para buruh namun karena
buruh-buruh yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang
berbeda-beda, maka akibatnya kebijaksanaan yang diberikan oleh pengusaha itu
menjadi tidak sama, buruh yang merasa puas akan tetap bekerja dengan semakin
bergairah sedangkan bagi buruh yang tidak puas akan menunjukkan semangat kerja
yang menurun hingga terjadi perselisihan.
Secara umum bahwa yang menjadi pokok pangkal kekurang puasan itu
berkisar pada masalah-masalah: 1) pengupahan; 2) jaminan sosial; 3) perilaku
1Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Pondok
Yatim Al-Hilal. 2007). h. 10
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penugasan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai kepribadian; 4) daya kerja
dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaan yang harus
diemban; 5) adanya masalah pribadi. Mengenai perselisihan perburuhan ini
dibedakan antara perselisihan hak (rechtsgeschillen) dan perselisihan kepentingan
(belangen-geschillen).2
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena satu pihak tidak
memenuhi isi perjanjian kerja, perjanjian perburuhan, peraturan majikan ataupun
menyalahi ketentuan hukum. Sedangkan perselisihan kepentingan adalah perselisihan
yang terjadi akibat dari perubahan syarat-syarat perburuhan atau dengan kata lain
perselisihan yang timbul berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham
mengenai syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan3.
Pengaturan ketenagakerjaan yang baru konsep yang dipakai adalah
perselisihan hubungan industrial, yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau
serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan4.
2Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004,
cetakan kelima), h. 202.
3Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, h. 205-206.
4Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal
1, angka 22, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 77.
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Untuk mengatur hubungan tersebut maka diperlukan peraturan dalam bidang
ketenagakerjaan yang dapat dipakai sebagai rambu maupun aturan normatif bagi
pelaksanaan kerja. Hal tersebut menginggat kedudukan pekerja yang lebih lemah dari
pengusaha. Maka dengan demikian hendaknya peraturan tersebut dapat mencapai
keadilan sosial untuk melindungi pekerja atau buruh.
Sebagai suatu bentuk organisasi-organisasi bisnis yang baik adalah
memandang pada peranan unsur-unsur yang terkait di dalamnya. Dalam hal ini
pekerja- pekerja, sebagai aset dari perusahaan. Dengan demikian, maka kehilangan
aset atau ‘terbang’-nya aset tadi dari perusahaan akan memberikan pengaruh yang
besar bagi daya tahan dan sehatnya perusahaan. Organisasi-organisasi bisnis yang
sehat selalu memperbaharui dirinya dengan menempatkan pekerja-pekerja kepada
suatu zona nyaman yang membantu mereka dapat melepaskan energi kreatifnya
sebagai suatu kekuatan dari perusahaan dan memfokuskan potensi-potensi yang ada
sebagai suatu kekuatan ‘pemukul’ (daya saing) terhadap pesaing-pesaing organisasi
bisnis yang ada. Peran dan tempat pekerja-pekerja yang ada di dalamnya dihargai
sedemikian rupa sehingga organisasi bisnis tersebut menumbuhkan rasa kepemilikan
bagi pekerja dalam perasaan bangga, berikut keluarganya.
Sebagaimana diketahui bahwa peraturan ketenagakerjaan yang dipakai
sekarang adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan peraturan tersebut dapat
diketahui mengenai asas, tujuan dan sifatnya. Mengenai asas ini dapat dilihat dalam
Pasal 3 yaitu:
55
1. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui
koordinasi fungsional lintas sektor pusat dan daerah. Asas ini pada dasarnya
sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas
adil, dan merata5.
2. Menurut manulang ialah untuk Mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam
bidang ketenagakerjaan sekaligus untuk melindungi tenaga kerja terhadap
kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha6.
Kemudian mengenai sifat hukum peraturan ini menurut Budiono membagi
menjadi sifatnya yang imperatif dan fakultatif. Bersifat imperatif artinya harus ditaati
secara mutlak, tidak boleh dilanggar. Bersifat fakultatif artinya dapat dikesampingkan
pelaksanaannya.7
Dalam operasionalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2003 tidak bisa dilakukan secara langsung. Dalam artian bahwa perlu adanya
penjabaran untuk mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Penjabaran
tersebut salah satunya adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
PKB merupakan hasil dari kesepakatan untuk melakukan pekerjaan yang
dilakukan oleh pihak pengusaha dan serikat pekerja. Dapat dilihat bahwa dibuatnya
PKB adalah untuk mengatur syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah
5Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 6.
6Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003, h. 7.
7Abdul Khakim. Pengantar Hukum Ketatanegakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang No. 13 tahun 2003, h. 8.
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pihak. Demikian pula bahwa PKB adalah merupakan perjanjian induk yang harus
diperhatikan dalam membuat perjanjian kerja. Berdasarkan aturan normatif itulah
maka dalam implementasinya PT. Cahaya Makmur Industri.Tbk menerapkan aturan
yang ada dengan membuat PKB antara Pihak Manajemen dan Serikat Karyawan.
Tujuan diadakannya PKB di PT. Cahaya Makmur Industri.Tbk merupakan
pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003.
Dengan dibuatnya PKB maka dimaksudkan sebagai acuan dalam mengatur hubungan
industrial antara karyawan PT. Cahaya Makmur Industri.Tbk dan Manajemen
PT.Cahaya Makmur Industri.Tbk Mengingat perkembangan ketenagakerjaan yang
dinamis dengan berbagai permasalahan yang dapat muncul seperti tersebut diatas
sudah semestinya bahwa pelaksanaan dari PKB yang telah disepakati harus tetap
menjadi acuan hubungan kerja di PT. Cahaya Makmur Industri.Tbk.
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah
berjudul : “Pelaksanaan Perjanjian Kerja pada PT. Cahaya Makmur Industri.”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan urain latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah
sejauh mana pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Cahaya Makmur Industri? Yang
dibatasi dalam sub pokok masalah yang dapat dikemukakan yaitu:
Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Cahaya Makmur Industri?
Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama tersebut ?
C. Fokus Penelitian
Didalam penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas atas
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dasar fokus penelitian. Dalam pemikiran fokus terliput didalamnya perumusan latar
belakang, studi dan permasalahan, fokus juga berarti penentuan keluasan permasalah
dan batas penelitian. Penetuan fokus memiliki tujuan :
Menentukan keterikatan studi, ketentuan lokasi studi;
Menentukan kriteria inklusif dan eksklusif bagi bagi informal baru, focus membantu
bagi penelitian kualitaitif membuat keputusan untuk membuang atau menyimpan
informasi yang diperolehnya ( Rachman, 1999:121).
Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menetukan dalam penelitian
kualitatif. Hal tersebut karena penelitian kualitatif tidak dimulai dari yang kosong
atau tanpa adanya masalah, baik masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti
atau melalui pengewtahuan yang diperolehnya melalui lepustakaan ilmiah. Jadi fokus
dalam penelitian kualitatif sebenarnya masalah itu sendiri (Moleong, 2000:62)
Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Definisi Operasional
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konsepsi yang diambil dari
sumber pustaka seperti undang-undang dan buku-buku. Adapun beberapa kerangka
konsepsi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, untuk itu dibawah ini akan
dijelaskan beberapa definisi dan kata dalam penulisan draf skripsi ini :
Suatu perjanjian menurut KUH Perdata Pasal 1313 adalah8:
8Soesilo dan Pramudji R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Terjemahan, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama. 2003), h. 296.
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“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi9
Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada pada lingkup PT. Cahaya Makmur
Industri sebagai sasaran utama  untuk memperoleh data dan informasi penting terkait
rumusan masalah yang telah penulis siapkan. Sesuai judul yang telah ada maka  fokus
utama penulis adalah Pelaksanaan Perjanjian Kerja pada PT. Cahaya Makmur
Industri.
Kajian Pustaka
Kajian pustaka yang dimaksud dalam skripsi ini adalah bertujuan untuk memberikan
penjelasan masalah pokok, masalah pokok yang dibahas dengan teori yang ada dalam
buku hanya mengacu pada pemahaman tentang pelaksanaan perjanjian kerja pada PT.
Cahaya Makmur Industri.
Adapun buku-buku yang menjadi acuan untuk pembahasan selanjutnya adalah
sebagai berikut:
9Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, No. 8 Tahun 1999, (Jakarta:
Citra Media Wacan, 2008), Pasal. 1, butir 1, h. 125.
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“Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya).”oleh J. Satrio, S.H. buku ini
membahas tentang praktek perjanjian, keputusan-keputusan pengadilan. Asppek
hukum yang dibahas mencakup 15 bab diantaranya; tempat hukum perikatan dalam
KUH Perdata, perumusan hukum perikatan, sistematika KUH Perdata tentang
perikatan, pembagian perikatan, prestasi dan waanprestasi, akibat wanprestasi,
masalah bunga sebagai ganti rugi, masalah risiko, masalah over macht, perikatan
bersyarat, perikatan dengan ketentuan waktu, perikatan alternative, perikatan
tanggung menanggung (tanggung renteng), perikatan yang dapat dan tidak dapat
dibagi-bagi, perikatan dengan ancaman hukuman.
“Kitab Undang-undang  Hukum Perdata.”oleh Prof. R. Subekti, S.H. dan R.
Tjitrosudibio. Membahas tentang bagian pertama tentang orang mencakup
“domisilih, perkawinan, hak kewarganrgaraan, agrarian”. Bagian kedua tentang
kebendaan mencakup “hak milik, warisan, kerja rodi, usaha”. Bagian ketiga tentang
perikatan mencakup “perjanjian perikatan, pinjam-meminjam, pemberian kuasa,
perdamaian”. Bagian keempat tentang pembuktian dan daluwarsa mencakup “
pembuktian pada umumnya, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah dan
daluarsa.
Dasar-dasar Hukum Perburuhan”oleh Zainal Asikin. Buku ini membahas tenteng
ketenagakerjaan mencakup undang-undang tenaga kerja, pengupahan, kesejahteraan
buruh berupah jaminan sosial, penugasan yang diberikan kepada buruh terkadang
memberatkan karena adanya job-job lebih atau penetapan target yang melebihi
kemampuan kinerja buruh yang harus dipenuhi, terjadinya perselisihan antara buruh
10
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dengan pihak perusahaan, apa yang menjadi hak prioritas buruh dan hak prioritas
perusahaan, permaslahan-permaslahan yang timbul akibat peraturan yang tak
berpihak terhadap buruh.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang
aspek hukum pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Cahaya Makmur Industri. Dari
tujuan tersebut dapat diketahui tujuan-tujuan yang lebih spesifik, sebagai berikut:
Untuk mengetahui bagaimana perjanjian kerja yang diatur dalam perundang-
undangan yang ada.
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja PT. Cahaya Makmur
Industri.
Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja
Bersama tersebut.
Kegunaan
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
Kegunaan secara teoritis :
Guna memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya tentang hukum ketenagakerjaan.
Menjadi bahan masukan atau bahan informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya.
b. Kegunaan secara praktis yaitu untuk memberikan sumbangan atau masukan kepada





A. Pengertian Tentang Perjanjian Kerja Bersama
Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebut Arbeidsoverenkoms,
mempunyai beberapa pengertian. Menurut Pasal 1601 KUHPerdata:1 Memberikan
pengertian sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak
kesatu (siburuh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si
majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003,
Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni:2 “Perjanjian kerja adalah suatu
perjanjian antara pekerja / buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat
syarat-syarat kerja hak dan kewajiban ke dua belah pihak”.
Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (obyek
perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan
seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUHPerdata
Pasal 1603a yang berbunyi:3 “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya
dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”.
Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena
bersangkutan dengan keterampilan / keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja
meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.
1Soesilo dan Pramudji R, KUHPerdata, (Jakarta: Grafindo Perasada), h. 246.
2Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Pasal 1, angka 22, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 76
3Soesilo dan Pramudji, KUHPerdata, h. 363.
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Definisi perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) adalah perjanjian
antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Menurut Pasal 56 ayat (1) UU
Ketenagakerjaan perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu
tidak tertentu. Pada artikel ini akan dibahas mengenai perjanjian kerja untuk waktu
tertentu. Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian
kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya satu
pekerjaan tertentu.
Untuk mengetahui hak dan kewajiban secara pasti dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan ketenangan kerja maka perlu adanya suatu
pedoman/aturan dalam pelaksanaan hubungan kerja.
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah suatu kesepakatan secara tertulis
dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama-sama antara
pengusaha atau beberapa pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/gabungan
organisasi serikat pekerja yang sudah terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab
dibidang ketenagakerjaan.
Organisasi serikat pekerja ini minimal mempunyai anggota 50 % lebih dari
seluruh Karyawan yang ada di perusahaan. Persyaratan ini harus dipenuhi karena
kalau kurang maka dapat berkoalisi dengan organisasi serikat pekerja sampai
mencapai 50 % lebih atau dapat juga meminta dukungan dari karyawan lainnya.
Dalam hal suatu perusahaan terdapat lebih dari 1 serikat pekerja/buruh maka yang
berhak mewakili pekerja/buruh adalah serikat pekerja/buruh yang memiliki anggota
lebih dari 50 % dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut. Adapun
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dasar dibuatnya perjanjian Kerja Bersama ini merujuk pada Undang-undang No. 18
Tahun 1956 yang diratifikasi dari Konvensi No. 98 Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO) mengenai berlakunya dasar - dasar dari hak untuk berorganisasi
dan berunding bersama, Kemudian oleh pemerintah dikeluarkan :
1. Undang - undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diatur
mulai dari pasal 115 sampai dengan 135;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
No.Kep/48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Fungsi Perjanjian Kerja
Bersama adalah sarana untuk memuat dan menuangkan kesepakatan baru yang
didasari atas kesepakatan antara serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang disebut
Lex Special artinya sebuah prodak yang tidak diatur dalam Undang-undang maka dia
akan menjadi normatif bila mana sudah disepakati dan dituangkan dalam PKB serta
telah diketahui oleh Dinas yang terkait dan mengikat kedua belah pihak untuk
dilaksanakan.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“Kepmenakertrans
100/2004”), pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) adalah perjanjian
kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja
dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT didasarkan atas jangka
waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. PKWT dibuat secara tertulis serta
harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin dan PKWT wajib didaftarkan
kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Selain itu,
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PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja dan tidak dapat
diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. PKWT hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan
selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. pekerjaan yang bersifat musiman, yaitu pekerjaan yang pelaksanaannya
tergantung pada musim atau cuaca sehingga hanya dapat dilakukan untuk satu
pekerjaan pada musim tertentu; atau
4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk
paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun serta dapat diperbaharui 1 (satu) kali untuk jangka
waktu paling lama 2 (dua) tahun. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang PKWT
tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir telah memberitahukan
maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Pembaruan
PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh)
hari berakhirnya PKWT yang lama. Khusus untuk PKWT yang berhubungan dengan
produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan tidak dapat dilakukan pembaharuan perjanjian kerja.
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B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian
Meskipun hukum perjanjian menganut sistem terbuka, orang bebas untuk
mengadakan perjanjian, tidak terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ada, namun
syarat sahnya perjanjian yang dikehendaki oleh  undang-undang haruslah dipenuhi
agar berlakunya perjanjian tanpa cela. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian secara
umum diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yatiu:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu obyek tertentu;
d. Suatu sebab yang sah.
Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu :4
1. Syarat Subyektif
Syarat subyektif adalah syarat yang menyangkut pada subyek perjanjian itu
atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang
membuat perjanjian di mana hal ini meliputi:
a. Sepakat dari mereka yang mengikatkan diri
Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu
kontrak. Kesepakatan ini terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling
penting adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
4Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, Perikatan Yang lahir dari Perjanjian, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2002), h. 94.
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Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan
secara tegas maupun dengan tidak tegas.
Kesesuaian kehendak ini harus dinyatakan dan tidak cukup hanya dalam hati
saja, karena hal itu tidak akan diketahui oleh orang lain sehingga tidak mungkin
melahirkan kata sepakat yang perlu untuk melahirkan perjanjian.5
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja
terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan
perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh KUHPerdata
dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika belum berumur 21
tahun, kecuali ia telah kawin sebelum itu. Sebaliknya setiap orang yang
berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena
suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu,
sakit ingatan, atau pemboros. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi
oleh para pihak mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak
tersebut dapat dibatalkan. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan itu,
adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan
secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat,
selama tidak dibatalkan oleh Pengadilan atas permintaan yang
berkepentingan.6
2. Syarat Obyektif
5Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, Perikatan Yang lahir dari Perjanjian, h. 96
6 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, Perikatan Yang lahir dari Perjanjian, h. 20.
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Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada objek perjanjian, ini
meliputi:
a. Suatu objek tertentu
Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan para
pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun
dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu dalam kontrak disebut
prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak
berbuat sesuatu.
Dengan demikian maka dalam setiap perjanjian, baik yang melahirkan
perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu atau perikatan
tidak berbuat sesuatu, senantiasa haruslah jelas yang menjadi obyek perjanjiannya,
yang selanjutnya akan menjadi obyek dalam perikatan yang lahir (baik secara
bertimbal balik atau tidak) diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut7.
Pasal 1332 KUHPerdata juga menjelaskan, bahwa obyek dari perjanjian adalah benda
yang dapat diperdagangkan, karena benda diluar perdagangan tidak dapat dijadikan
obyek perjanjian.
b. Suatu sebab yang sah
7 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, Perikatan Yang lahir dari Perjanjian, h. 18.
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Syarat obyektif lainnya dalam perjanjian yaitu suatu sebab yang halal yang
diatur oleh Pasal 1335 KUHPerdata, yang menerangkan bahwa suatu
sebab yang sah adalah:8
1. Bukan tanpa sebab, artinya jika ada sebab lain daripada yang
dinyatakan;
2. Bukan sebab yang palsu, artinya adanya sebab yang palsu atau
dipalsukan;
3. Bukan sebab yang terlarang, artinya apabila berlawanan dengan
kesusilaan atau ketertiban umum.
Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebab
yang sah itu adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak bertentangan
dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku.
Syarat obyektif wajib dan harus ada dalam perjanjian yang dibuat oleh para
pihak. Jika syarat obyektif tidak disebutkan atau terpenuhi oleh para pihak maka
akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.
C. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja
Berdasarkan pengertian perjanjian kerja di atas, dapat ditarik beberapa unsur
dari perjanjian kerja yakni9:
8Soesilo dan Pramudji R, KUHPerdata, h. 299.
9Subakti, Perjanjian, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h. 56.
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1. Adanya unsur work atau pekerjaan
Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan
(obyek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja,
hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan
dalam KUHPerdata Pasal 1603a yang berbunyi:10
“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan
ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”. Sifat pekerjaan yang
dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan dengan
keterampilan / keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal
dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.
2. Adanya unsur perintah
Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha
adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk
melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Disinilah perbedaan
hubungan kerja dengan hubungan lainya, misalnya hubungan antara dokter
dengan pasien, pengacara dengan klien. Hubungan tersebut bukan merupakan
hubungan kerja karena dokter, pengacara tidak tunduk pada perintah pasien atau
klien.
3. Adanya unsur upah
Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian
kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja
pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur
upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. Seperti
10Soesilo dan Pramudji R, KUHPerdata, h. 363.
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seorang narapidana\ yang diharuskan untuk melakukan pekerjaan tertentu,
seorang mahasiswa perhotelan yang sedang melakukan praktik lapangan di
hotel.
D. Bentuk Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan (Pasal 51 ayat (1)
Undang-Undang No 13 Tahun 2003). Secara normatif bentuk tertulis menjamin
kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan
sangat membantu proses pembuktian.
Dalam Pasal 54 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa
perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat keterangan:11
a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja / buruh;
c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
d. Tempat pekerjaan;
e. Besarnya upah dan cara pembayaran;
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja atau buruh;
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
E. Syarat-syarat Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama




Didalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama haruslah berdasarkan filosofi
yang terkandung dalam hubungan industrial yang berdasarkan pada nilai-nilai.
Pancasila yaitu musyawarah untuk mufakat. Perjanjian Kerja Bersama pada dasarnya
merupakan suatu cara dalam rangka mengembangkan partisipasi pekerja untuk ikut
andil dalam menentukan pengaturan syarat kerja dalam pelaksanaan hubungan kerja,
sehingga dengan adanya partisipasi tersebut diharapkan timbul suatu sikap ataupun
rasa memiliki dan juga rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup
perusahaan. Perjanjian kerja bersama dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh
yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Perundingan perjanjian kerja bersama
ini haruslah didasari oleh itikad baik dan berkemauan bebas dari kedua belah pihak.
Perundingan perjanjian kerja bersama dilaksanakan secara musyawarah untuk
mufakat. Lamanya perundingan perjanjian kerja bersama ini ditetapkan berdasarkan
kesepakatan para pihak dan dituangkan ke dalam tata tertib perundingan. Dalam satu
(1) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku
bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. Apabila perusahaan itu
memiliki cabang, maka dibuatlah perjanjian kerja bersama induk yang akan
diberlakukan di semua cabang perusahaan tersebut. Lalu dapat dibuat juga perjanjian
kerja bersama turunan yang akan berlaku di masing-masing cabang perusahaan.
Perjanjian kerja bersama induk itu memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum
bagi seluruh cabang perusahaan dan perjanjian kerja bersama turunan itu memuat
pelaksanaan dari perjanjian kerja bersama induk yang disesuaikan dengan kondisi
cabang perusahaan masing-masing. Apabila perjanjian kerja bersama induk telah
berlaku namun perjanjian kerja bersama turunan di cabang perusahaan belum
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disepakati maka perjanjian kerja bersama induk tetap akan berlaku. Pihak perusahaan
haruslah melayani permintaan secara tertulis untuk merundingkan perjanjian kerja
bersama dari serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat berdasarkan Undang-
undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan peraturan
pelaksanaannya. Pembentukan PKB berdasarkan Pasal 119 dan Pasal 120 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibagi 2 yaitu untuk perusahaan
yang memiliki satu serikat Buruh dan perusahaan yang memiliki lebih dari satu
serikat Buruh.  Ketentuan Pasal 119 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 berlaku
bagi perusahaan yang memiliki satu serikat buruh, yaitu batasan serikat buruh yang
berhak mewakili buruh dalam perundingan pembuatan PKB apabila:12
a. memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari
jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan atau;
Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan tentang suatu hal, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.
b. mendapat dukungan lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah
seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara. Apabila
tidak terpenuhi;
c. dapat mengajukan kembali permintaan untuk merundingkan perjanjian
kerja bersama dengan pengusaha setelah melampaui jangka waktu 6
(enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara.




d. Ketentuan Pasal 120 berlaku bagi perusahaan yang memiliki lebih dari
satu serikat buruh, yaitu batasan serikat buruh yang berhak mewakili
buruh dalam perundingan pembuatan PKB apabila:
1) jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus)
dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut. Apabila
tidak terpenuhi ;
2) serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga
tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari
seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk
mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.
3) tidak terpenuhi, maka para serikat pekerja/serikat buruh
membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara
proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat
pekerja/serikat buruh.
Dari ketentuan di atas dapat tafsirkan terdapat kemungkinan agar Serikat
Buruh dapat menjadi pihak dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama
yaitu apabila jumlah anggotanya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan atau mendapat dukungan lebih dari
50%  dari seluruh jumlah buruh di perusahaan tersebut maka berhak untuk mewakili
buruh dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama.
Apabila tidak terpenuhi maka dibentuk tim perunding yang keanggotaannya
ditentukan secara proporsional berdasarkan  jumlah anggota masing-masing serikat
buruh. Tempat untuk pelaksanaan perundingan perjanjian kerja bersama dilakukan di
kantor perusahaan yang bersangkutan atau di kantor serikat pekerja/serikat buruh
24
24
ataupun bisa juga dilaksanakan di tempat lain yang sesuai dengan kesepakatan para
pihak. Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan perundingan perjanjian kerja
bersama ini akan menjadi beban perusahaan atau pengusaha, kecuali telah disepakati
oleh para pihak.  Perjanjian Kerja Bersama harus dibuat dalam bentuk tertulis dengan
huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal perjanjian kerja bersama
dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian kerja bersama tersebut
harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi yang telah
disumpah dan hasil terjemahan tersebut dianggap sebagai perjanjian kerja bersama
yang telah memenuhi syarat perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 116 ayat 3
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan kerentuan yang diatur dalam Pasal 21 Kep.48/Men/IV/2004
tentang tentang Tata cara Pembuatan dan pengesahan Peraturan perusahaan serta
pembuatan dan pengesahan Perjanjian Kerja Bersama, perjanjian kerja bersama
sekurang-kurangnya harus memuat:13
1. Nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/serikat buruh;
2. Nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan;
3. nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
4. Hak dan kewajiban pengusaha;
5. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh;
6. Jangka waktu dan mulai berlakunya perjanjian kerja bersama;dan




7. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.  Menurut
ketentuan didalam Pasal 124 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003, Perjanjian kerja
bersama haruslah paling sedikit memuat:
8. Hak dan kewajiban pengusaha;
9. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
10. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
11. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
Secara yuridis  formal dasar hukum dalam pembuatan Perjanjian Kerja
Bersama didasarkan atas Kepmenaker No. 48 tahun 2004 tentang Tata cara
Pembuatan dan pengesahan Peraturan perusahaan serta pembuatan dan pengesahan
Perjanjian Kerja bersama yaitu:
a. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
b. Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
c. Undang-Undang No. 18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98;
d. Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1954 tentang Tata Cara Membuat dan
Mengatur Perjanjian Perburuhan;
e. Undang-Undang No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara
Serikat Pekerja dan Majikan.
Manfaat dibentuknya perjanjian kerja bersama Diadakannya perjanjian kerja
bersama antara pekerja dan pengusaha mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Kepastian Hak dan Kewajiban
a. Dengan perjanjian kerja bersama akan tercipta suatu kepastian dalam




b. Perjanjian kerja bersama memberikan kepastian tercapainya pemenuhan
hak dan kewajiban timbal balik antara pekerja dan pengusaha yang telah
mereka setujui bersama sebelumnya.
2. Menciptakan Semangat Kerja
a. Perjanjian kerja bersama dapat menghindarkan berbagai kemungkinan
kesewenang-wenangan dan tindakan merugikan dari pihak yang satu
terhadap pihak yang lain dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban
masing-masing.
b. Perjanjian kerja bersama dapat menciptakan suasana dan semangat kerja
para pihak dan menjauhkannya dari berbagai ketidakjelasan, was-was,
prasangka negatif dan lain-lain.
3. Peningkatan Produktivitas Kerja
a. Mengadakan atau mengurangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
pekerjaan pada perusahaan pada khususnya dan memberikan kontribusi
pada pembangunan nasional karena terciptanya ketenangan kerja
(Industrial Peace).
b. Perjanjian kerja bersama juga dapat membantu meningkatkan
produktivitas kerja dengan mengurangi terjadinya perselisihan-
perselisihan industrial.
4. Mengembangkan Musyawarah untuk Mufakat
a. Perjanjian kerja bersama juga dapat menciptakan suasana musyawarah
dan kekeluargaan karena perjanjian kerja bersama dibuat melalui suatu
perundingan yang mendalam antara serikat pekerja dan pengusaha.
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b. Dengan berkembangnya perjanjian kerja bersama dapat memperoleh data
dan informasi keadaan hubungan kerja dan hubungan industrial secara
nyata sehingga akan dapat memudahkan pembuatan pola-pola dan
standarisasi Perjanjian Kerja Bersama secara sektoral, regional maupun
nasional Perjanjian Kerja Bersama merupakan salah satu sarana dalam
rangka pelaksanaan hubungan industrial yang serasi, aman, mantap dan
dinamis berdasarkan Pancasila, sehingga mempunyai manfaat sebagai
berikut :
1) Adanya kepastian hak dan kewajiban yang membuat terciptanya suatu
kepastian hukum tentang hak dan kewajiban yang berhubungan
dengan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan.
2) Perjanjian Kerja Bersama memberikan kepastian terlaksananya syarat
syarat kerja di perusahaan.
3) Perjanjian Kerja Bersama dapat menghindarkan berbagai
kemungkinan kesewenang-wenangan dan tindakan merugikan dari
pihak yang satu terhadap pihak yang lain dalam hal pelaksanaan hak
dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.
4) Menciptakan suasana dan semangat kerja yang harmonis dinamis, bagi
para pihak dalam hubungan kerja. Serta dapat membantu
meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi timbulnya
perselisihan.
5) Dengan adaya Perjanjian Kerja Bersama, pengusaha dapat menyusun
rencana-rencana untuk menetapkan biaya produksi yang dicanangkan
dalam pengembangan perusahaan. Perjanjian kerja bersama
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memberikan dua sisi manfaat yang berbeda bagi serikat
pekerja/pekerja dan pengusaha. Bagi serikat pekerja, perjanjian kerja
bersama memberikan :
a. nilai kekuatan dengan banyak anggota yang belum terlibat akan
menjadi anggota serikat pekerja;
b. anggota yang aktif akan mengajak atau mempengaruhi anggota
yang belum aktif untuk lebih aktif menjadi anggota;
c. meningkatkan kepercayaan anggota;
d. anggota lebih terorganisir;
e. serta serikat pekerja menjadi suatu hal yang baik bagi pekerja.
Perjanjian kerja bersama ini secara tidak langsung menimbulkan dampak
yang menguntungkan meningkatkan daya saing perusahaan dan sektor bisnis pada
umumnya, lebih jauh lagi menimbulkan dampak positif pada hubungan antara pekerja
dan serikat pekerja ditingkat perusahaan karena perundingan yang komplek tentang
pengupahan dan sebagainya telah ditentukan. Perjanjian kerja bersama ini akan
menekankan serikat pekerja untuk lebih hati-hati dalam penggunaan hak mogoknya
sebagai upaya yang paling akhir dan lebih mengedepankan proses dialog atau
negosiasi dalam menyampaikan tuntutannya. Selain dari pada manfaat terbentuknya
Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan nuansa telah diperhatikannya aspirasi dan
kepentingan pekerja maupun pengusaha juga mempunyai fungsi yang antara lain:
a. Sebagai pedoman induk pengaturan hak dan kewajiban bagi pekerja dan
pengusaha, sehingga dapat dihindarkan adanya perbedaaan-perbedaaan
penafsiran teknis pelaksanaan hubungan kerja;
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b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersamaan, keterbukaan, ketenangan
kerja dan kelangsungan berusaha serta media partisipasi pekerja dalam
perumusan kebijakan perusahaan;
c. Mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan syarat-syarat kerja atau
kondisi kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan serta
meningkatkan kesejahteraan pekerja secara periodik.
F. Para pihak yang melakukan perjanjian
Menurut pasal 1315 kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pada umumnya
seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya
sendiri.14
Hukum perjanjian Indonesia mengatur seseorang bebas untuk membuat
perjanjian dengan pihak manapun yang di kehendaki. Undang – Undang hanya
mengatur orang-orang tertentu yang cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan
mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum
perdata. Dari ketentuan ini dapat di simpulkan bahwa setiap orang bebas untuk
memilih pihak yang dia inginkan untuk membuat perjanjian.
G. Kerangka Pikir
Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (siburuh),
mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu
waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.




Perjanjian kerja memiliki ketentuan hukum dalam Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan keputusan Mentri
Tenaga kerja dan Trasmigrasi Nomor KEP 48/MEN/IV/2004.
Adapun implementasi hukum yang ditemukan dalam perjanjian kerja  yaitu
terimplementasi sering juga tidak terimplementasi dan kurang terimplementasi.
Dalam suatu perjanjian kerja harus memiliki implementasi hukum agar terciptanya
hubungan yang harmonis antara pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam






Adapun jenis dan lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
yaitu:
1. JenisPenelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif. Penelitian deskriptif maksudnya, penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat terhadap objek yang menjadi
pokok permasalahan.1 Penelitian ini menggambarkan sejauh mana pelaksanaan
perjanjian kerja pada PT. Cahaya Makmur Industri.
Adapun jenis penelitian yang Penulis tempuh adalah:
a) Penelitian Kepustakaan
b) Penelitian Lapangan
Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data teliti mungkin tentang
manusia atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa
agar dapat membantu didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Tujuan penelitian
deskriptif eksploratif ini adalah untuk menggambarkan suatu fenomena secara
sistematis, dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antar
fenomena.
2. LokasiPenelitian
1Soedjono Soekanto, Penelitian Hukum, (Jakarta: 001 Pres. 1984), h. 10.
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Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PT. Cahaya Makmur Industri tepatnya di
Jln. Salodong, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai sasaran utama untuk memperoleh data dan
informasi penting terkait rumusan masalah yang telah penulis siapkan. Waktu
penelitian kurang lebih 1 bulan.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode
pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang melibatkan oleh kontes
yang sangat luas dan didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yamg
berlaku) dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi dilapangan serta dalam
prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.
C. JenisdanSumber Data
1. Jenis data
Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu untuk mengetahui sejauh
mana implementasi sanksi pelanggaran bagi pelaku usaha.
2. Sumber Data
a) Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui
observasi dan melakukan wawancara secara langsung kepada informen
yang terkait dengan penelitian ini.
b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka,





Metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian
ini sebagai berikut :
1. Observasi yaitu melakukan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada
Kantor PT. Cahaya Makmur Industri di Makassar, melakukan pencatatan
secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah
penelitian ini, serta memantau secara dekat kegiatan yang dilakukan oleh
buruh dan staf karyawan perusahaan.
2. Wawancara adalah melakukan wawancara secara langsung terhadap informan
yaitu karyawan kantor di Makassar, serta para pihak yang terlibat dalam
penanganan masalah pelaksanaan perjanjian tenagaker japada PT. Cahaya
Makmur Industri di Makassar sebagaimana masalah penelitian dimaksud.
3. Survei, yaitu rancangan untuk memperoleh informasi tentang status gejala
pada saat penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melukiskan variable atau
kondi siapa yang ada dalam suatu situasi.
4. Dokumentasi, yaitu mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan
mencatat arsip-arsip atau dokumen laporan kegiatan dan lain-lain yang
berhubungan dengan penelitian ini.
E. Instrumen Penelitian
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Data
penelitian yang berupa paparan data permohonan pelaksanaan perjanjian kerja di
lingkungan PT. Cahaya Makmur Industri di Makassar, pengumpulan data dilakukan
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dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Istrumen yang digunakan
untuk mengumpulkan data berupa instrument manusia yaitu peniliti sendiri.
F. TeknikPengolahandanAnalisis Data
1. TeknikPengolahanData
Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penelitian, beberapa metodenya
adalah sebagai berikut:
a) Interview atau Wawancara
Adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui
sebuah tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu
topik tertentu untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
b) Observasi
Adalah suatu proses yang komleks atau suatu tersusun dari berbagai proses
psikologi dan biologis.
2. AnalisisData
Analisis data dalam penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang
diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif
untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dibahas.
Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang
deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan dan menginterpretasikan secara
logis dan sistematis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Logis dan
Sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib
dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Yaitu dengan menuturkan dan
menggambarkan apa adanya sesuai permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut
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kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini.
G. PengujianKeabsahan Data
Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan dengan kegiatan trianggulasi
data.Kegiatan analisis data di mulai dari tahap penelaah data, tahap identifikasi data,




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Perusahaan PT. Cahaya Makmur Industri
PT. Cahaya Makmur Industri adalah perusahaan swasta yang berlokasi di
Makassar dengan luas ± 5 Ha. Jenis produksi berupa minuman dalam bentuk gelas
diaantaranya Air 2cs, Vita Orange, dan Vita Guava
PT. Cahaya Makmur Industri Tbk didirikan pada tahun 2006 dan hanya baru
memproduksi Air Mineral 2cs dalam bentuk gelas, kemudian dalam
perkembangannya pada tahun 2008 memproduksi lagi Vita Orange dan kemudian
pada tahun 2011 memproduksi Vita guava.
Produksi Air 2cs mampu diproduksi sekitar 2500 kartun sedangkan Vita
Orange dan Vita Guava hanya sekitaran 1500 kartun perharinya dan produksi Air 2cs
lah yang menjadi produksi yang di prioritaskan dibandingkan dengan produk yang
lain. Penjualan produksi Air 2cs, Vita orange, dan Vita Guava hanya masih tersebar
di pulau Sulawesi.
Istilah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) timbul setelah diundangkannya
Undang-undang No.21 Tahun 2000. Istilah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
digunakan untuk menggantikan istilah sebelumnya yaitu Kesepakatan Kerja Bersama
(KKB), dikarenakan pembuat undang-undang berpendapat bahwa pengertian dari
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sama dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
Tetapi Sentanoe Kertonegoro berpendapat lain mengenai persamaan pengertian




Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ialah : Merupakan dasar dari individualisme
dan liberalisme yang berpandangan bahwa diantara pekerja/buruh dengan pengusaha
adalah dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam perusahaan. Bebas untuk
melakukan perundingan dan juga membuat perjanjian tanpa adanya campur tangan
dari pihak lain. Dibuat melalui perundingan yang bersifat tawar-menawar
(bargaining) masing-masing pihak akan berusaha memperkuat kekuatan tawar-
menawar, bahkan dengan menggunakan senjata mogok dan penutupan perusahaan.
Hasilnya adalah perjanjian yang merupakan keseimbangan dari kekuatan
tawar-menawar. Sejarah Berdirinya Serikat Karyawan (Sekar) PT. Cahaya Makmur
Industri Tbk. Sekar PT. Cahaya Makmur Industri didirikan pada akhir bulan
Nopember 2008, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) ke - III.
Sebagai kelanjutan dari Serikat – Serikat Buruh Lapangan Pekerja Federai Buruh
Seluruh Indonesia (SBLP FBSI) yang telah diubah, disempurnakan dan diperbaharui
sesuai dengan perkembangan waktu. Pendeklarasian Sekar PT. Cahaya Makmur
Industri  jatuh pada tanggal 30 Nopember 2008 yang merupakan tahun kabisat, maka
MUNAS menetapkan satu hari sesudahnya yaitu 1 Desember 2008 sebagai hari
deklarasi Sekar PT. Cahaya Makmur Industri yang selanjutnya diperingati sebagai
hari lahir Sekar PT. Cahaya Makmur Industri.
Kini perjuangan Sekar telah menemukan formatnya pula dalam bentuk
perundingan yang dinamakan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB
akhirnya telah menjadi sistem hubungan industrial antara Karyawan dengan
Manajemen PT. Cahaya Makmur Industri yang mengatur siklus ketenagakerjaan di
perusahaan mulai dari rekruitmen hingga pensiun.
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Sekar juga telah memancangkan empat pilar peran kesejarahan sebagai haluan
organisasi yaitu pertama sebagai wadah pemersatu karyawan, kedua sebagai wadah
aspirasi karyawan, ketiga sebagai mitra konstruktif manajemen dan keempat sebagai
pengawal dan penegak Good Governance (Bersih, Transparan dan Profesional).
Mengacu pada nama dari Serikat Karyawan dikaitkan dengan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh terlihat tidak
konsisten. Hal demikian dapat dipahami karena tidak dikenal konsep karyawan dalam
peraturan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa dalam implementasinya peraturan
tersebut dilakukan penafsiran yang lebih.
Susunan Pengurus Serikat Karyawan (Sekar) PT. Cahaya Makmur Industri
Tbk
Susunan pengurus serikat karyawan PT. Cahaya Makmur Industri.Tbk adalah
sebagai berikut:1
Ketua : Drs. Fakhruddin
Wakil Ketua I : Basri Cagga
Wakil Ketua II : Ambo Tahir
Wakil Ketua III : Mansyur. M
Wakil Ketua IV : Bakhtiar. Dp
Wakil Ketua V : Haris Saharuddin
Wakil Ketua VI : H. Nasrun
Sekretaris : Abd. Salam Hasim
Wakil Sekretaris : Sukardi
1Dokumen Organisasi Sekar PT. Cahaya Makmur Industri Tbk.
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Bendahara : Sahir Sapu
Wakil Bendahara : Irwan Bakhtiar
Kabid Advokasi, Hukum dan Perundang – Undangan : Basri Cagga
Kabid Humas : Ambo Tahir
Kabid Kesejahteraan Karyawan : Mansyur. M
Kabid Sosial – Olah Raga : Bakhtiar. Dp
Kabid Data – Komunikasi Antar Bagian : Haris Saharuddin
Kabid Keagamaan – Kerohanian : H. Nasrun
Dari mulai terbetuknya Sekar PT. Cahaya Makmur Industri pada tahun 2009
sampai saat ini sudah tiga kali dilakukan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama.
Perjanjian Kerja Bersama yang pertama telah disusun dan tandatangani pada Juli
2009. Dari Perjanjian Kerja Bersama pertama kali tersebut tidak dilakukan
perpanjangan.
Adapun Materi yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut dilakukan
revisi serta penambahan untuk menjadi Perjanjian Kerja Bersama yang baru. Hasil
dari revisi dan penambahan Perjanjian Kerja Bersama tersebut disepakati dan
ditandatangani pada Juli 2010. Sehingga Perjanjian Kerja Bersama tersebut berlaku
sampai dengan Juli 2011. Perjanjian Kerja Bersama ini pun tidak diperpanjang namun
dilakukan revisi serta penambahan yang kemudian melahirkan Perjanjian Kerja
Bersama yang ditandatangani pada bulan Desember 20112.
Tujuan dibentuknya Serikat Karyawan adalah untuk memberikan
perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan




yang layak bagi karyawan dan keluarganya. Maka dengan adanya tujuan tersebut
peran dan fungsi Serikat Karyawan yang dapat dijalankan diantaranya adalah:
1. Pihak dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial;
2. Mewakili karyawan dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan
sesuai dengan tingkatannya;
3. Sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan
berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan
anggotanya;
5. Perencana, pelaksana dan penaggung jawab pemogokan karyawan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Mewakili karyawan dalam memperjuangkan kepemilikan saham karyawan di
PT. Cahaya Makmur Industri
Pengaturan Perjanjian Kerja Bersama adalah Perjanjian Kerja Bersama
terakhir yang berlaku di PT. Cahaya Makmur Industri, Tbk. Perjanjian Kerja Bersama
tersebut yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2011 antara Serikat
Karyawan PT. Cahaya Makmur Industri, Tbk dengan Manajemen Perusahaan. Dalam
Perjanjian Kerja Bersama ini terdiri dari 13 Bab dan 72 Pasal diantaranya adalah
sebagai berikut:
Bab I Peraturan Ketentuan PKB
Dimuat dalam Pasal 1 sampai Pasal 8
Bab II Hubungan Kerja
Dimuat dalam Pasal 9 sampai Pasal 15
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Bab III Hari Kerja dan Waktu Kerja
Dimuat dalam Pasal 16 sampai Pasal 17
Bab IV Kerja Lembur
Dimuat dalam Pasal 18 sampai Pasal 21
Bab V Sistem Pengupahan
Dimuat dalam Pasal 22 sampai Pasal 28
Bab VI Jaminan Kerja
Dimuat dalam Pasal 29 sampai Pasal 34
Bab VII Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ( K3 )
Dimuat dalam Pasal 35 sampai Pasal 36
Bab VIII Tata Tertib
Dimuat dalam Pasal 37 sampai Pasal 42
Bab IX Disiplin, Sanksi Dan Pelanggaran
Dimuat dalam Pasal 43 sampai Pasal 50
Bab X Pemutusan Hubungan Kerja
Dimuat dalam Pasal 51 sampai Pasal 64
Bab XI Kesejahteraan
Dimuat dalam Pasal 65 sampai Pasal 67
Bab XII Penyelesaian Keluh Kesah Pekerja
Dimuat dalam Pasal 68
Bab XIII Penutup
Dimuat dalama Pasal 69 sampai Pasal 72
Dari Pejanjian Kerja Bersama yang ada terdapat perbedaan konsep
penyebutan pengupahan dengan konsep dalam undang-undang ketenagakerjaan.
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam bab X bagian kedua memakai konsep
pengupahan sedangkan dalam Perjajian Kerja Bersama, konsep yang dipakai adalah
gaji.
Hal demikian memberikan interpretasi bahwa dengan pemakaian istilah gaji,
maka tunduk pada peraturan kepegawaian. Mengenai lingkup berlakunya Perjanjian
Kerja Bersama tersebut adalah berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan PT.
Cahaya Makmur Industri Tbk3. Karyawan dimaksud adalah baik karyawan tetap
maupun karyawan masa percobaan. Sebagai sebuah perjanjian maka mengenai
perubahan isi dari Perjanjian Kerja Bersama harus disepakati oleh Sekar dan
perusahaan yang dituangkan secara tertulis. Sifat dari Perjanjian Kerja Bersama yaitu
bersifat umum dalam bidang ketenagakerjaan, dan untuk bagian-bagian tertentu dari
Perjanjian Kerja Bersama dibuatkan petunjuk pelaksanaan dalam keputusan
perusahaan setelah dirundingkan dan disepakati oleh perusahaan dan Sekar.
Berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial yang terjadi dengan
berlakunya Perjanjian Kerja Bersama maka akan diselesaikan secara musyawarah
untuk mufakat dalam forum bipartit.
Jika penyelesaian dalam forum bipartit tidak tercapai maka penyelesaian akan
disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja yang berwenang. Selanjutnya jika hasil
penyelesaian masih dianggap kurang memuaskan oleh Sekar atau perusahaan, maka
akan diselesaikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Proses penyelesaian seperti disebutkan tersebut juga berlaku dalam hal terjadi
perbedaan penafsiran isi Perjanjian Kerja Bersama. Disebutkan juga bahwa untuk
3Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Cahaya Makmur Industri Tbk
43
43
pengisian posisi pegawai yang membutuhkan kompetensi tertentu yang langka dan
tidak tersedia dari sumber daya internal, maka untuk kriteria spesifikasi, tatacara,
proses, entry posisi dan remunerasi diatur dan melibatkan Sekar.
Dalam perjanjian kerja bersama ini hanya akan dikaji hal-hal yang berkaitan
dengan sistem pengupahan, jaminan pekerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja
(K3).
a. Sistem Pengupahan
Pengaturan upah yang termuat dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Cahaya
Makmur Industri diatur pada Pasal 22 yaitu:
(1) Pengertian upah ditetapkan sebagai berikut :
a. Upah tetap adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
i. Gaji pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja
menurut tingkat dan jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan oleh
perusahaan.
ii. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan
pekejaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan tidak dikaitkan
dengan kehadiran.
b. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang bersifat tidak tetap yang
diberikan berdasarkan kehadiran pekerja seperti : Tunjangan transport,
Tunjangan khusus, Tunjangan masa kerja.
i. Tunjangan transport adalah tunjangan yang diterima pekerja
berdasarkan jumlah kehadiran pekerja dalam 1 (satu) bulan.




iii. Tunjangan masa kerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai
setelah menjalani masa kerja 1 (satu) tahun dengan nominal Rp. 5000
per tahun.
(2) Gaji yang diterima pekerja adalah sekurang – kurangnya sebesar Upah Minimum
Sektoral (UMS) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
(3) Jika terjadi perubahan UMS dari pemerintah, maka dilakukan penyesuaian gaji
pegawai dengan tetap mempertimbangkan gaji yang sudah diatas UMS.
(4) Upah bulanan dibayarkan setiap akhir bulan, jika akhir bulan jatuh pada hari
minggu / hari libur,maka pembayaran upah dimajukan 1 (satu) hari.
Dari rumusan Pasal 22 tersebut dapat diketahui bahwa gaji/upah yang diterima
karyawan adalah sekurang – kurangnya sebesar Upah Minimum Sektoral (UMS)
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tunjangan tidak tetap terdiri dari tunjangan
transport, tunjangan khusus, tunjangan masa kerja. Terhadap keterlambatan
pembayaran gaji yang dilakukan oleh PT. Cahaya Makmur Industri maka akan
dikenakan denda dan bunga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 1981. Dimana besaran denda yaitu 5% dibayar untuk tiap hari
keterlambatan selama empat hari sampai delapan hari keterlambatan pembayaran
gaji. Setelah hari kedelapan untuk tiap hari keterlambatan ditambah 1% namun tidak
melebihi 50% untuk satu bulan4.
Selain itu karyawan juga mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dimana
besaran atau nilainya tersebut diatur dalam Pasal 28 yaitu :




(1) Menjelang hari raya keagamaan perusahaan wajib memberikan Tunjangan
Hari Raya (THR) yang dibagikan sekurang – kurangnya seminggu sebelum
hari raya keagamaan itu tiba sebesar 1 (satu) bulan upah keseluruhan.
(2) Bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, perhitungan
THR diberikan secara proporsional dengan perhitungan: (Masa kerja / 12)
x (Upah pokok + Tunjangan tetap + Tunjangan tidak tetap).
(3) Pekerja dalam status masa percobaan tidak berhak mendapatkan THR
keagamaan.
Penentuan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh PT. Cahaya Makmur Industri
merupakan kebijakan yang didasarkan pada aturan pemberian Tunjangan Hari Raya
(THR). Ditambah lagi perusahaan selalu memperhatikan dan memenuhi hak-hak
karyawan berkaitan dengan Tunjangan Hari Raya (THR). Tentunya dengan tetap
memperhatikan kemampuan dari keuangan perusahaan yang sampai saat ini tidak
ada masalah5.
b. Jaminan Pekerja
Guna mendukung bagi peningkatan produktifitas kerja dan sekaligus
memberikan jaminan bagi pelaksanaan kerja maka perusahaan memberikan jaminan
bagi pekerja. Pengaturan jaminan pekerja sudah diatur dalam PKB merupakan
pengaturan normatif yang ada dalam peraturan mengenai ketenagakerjaan. Maka
dapat dikatakan bahwa materi dari PKB adalah penjabaran dari peraturan
ketenagakerjaan secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20036.
5Muhammad Bakri, Manager HRD , wawancara, di PT. Cahaya Makmur Industri, 5 Februari
2013.




Adapun wujud dari jaminan sosial dan kesejahteraan diantaranya adalah :
1) Fasilitas Kesehatan
Berkaitan dengan fasilitas kesehatan bagi karyawan diatur dalam Pasal 29
yaitu :
(1) Sesuai Undang – Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, perusahan wajib berpartisipasi dengan
mengikutsertakan semua pekerja dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) meliputi pertanggungan untuk :
a. Jaminan Kecelakaan Kerja
b. Jaminan Hari Tua
c. Jaminan Kematian
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
(2) Sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku,
pembayaran premi untuk program JAMSOSTEK ditanggung oleh
pekerja dan perusahaan yang diatur sebagai berikut :
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (0,89% ditanggung perusahaan)
b. Jaminan Hari Tua
c. (3,7% ditanggung perusahaan)
d. (2%    ditanggung pekerja)
e. Jaminan Kematian
f. (0,3 % ditanggung perusahaan)
g. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
h. (3%  untuk bujangan ditanggung perusahaan)
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i. (6%  untuk keluarga ditanggung perusahan)
(3) Bagi pegawai staf yang asuransi kesehatannya tidak masuk dalam
program kesehatan JAMSOSTEK akan dimasukkan kedalam program
asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh perusahaan.
2) Fasilitas Kebijakan Manfaat Pensiun
Kebijakan manfaat pensiun diatur dalam Pasal 30 yaitu:
(1) Pekerja yang mencapai usia pensiun mendapat Uang Pesangon, Uang
Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak sesuai Undang –
Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan yang ditetapkan sebagai berikut :
a. Uang Pesangon 2 kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2, Uang
Penghargaan Masa Kerja 1 kali sesuai Pasal 156 ayat 3, dan Uang
Penggantian Hak 1 kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4.
b. Jaminan Hari Tua dari JAMSOSTEK.
c. Dana pension sesuai ketentuan yang berlaku (bagi pekerja peserta
program dana pensiun).
(2) Pekerja yang telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) sekurang -
kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum hari pensiunnya tiba diwajibkan
mendidik calon penggantinya.
3) Fasilitas Bantuan Kecelakaan Kerja
Fasilitas Bantuan Kecelakaan Kerja diatur dalam Pasal 32 yaitu:
(1) Apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja sesuai dengan yang
dimaksud dalam jaminan kecelakaan kerja, maka Jamsostek akan
48
48
memberikan ganti kerugian sebagaiman diatur didalam Undang –
Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang  Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
(2) Macam ganti rugi seperti yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas
meliputi :
a. Biaya pengankutan pekerja dari tempat kecelakaan ke rumah atau
ke rumah sakit.
b. Biaya perawatan dan pengobatan
c. Biaya penguburan
d. Tunjangan kecelakaan
e. Upah / gaji dibayar penuh selama istirahat sakit
f. Santunan dari Jamsostek
4) Fasilitas Sumbangan Kematian
Fasilitas Sumbangan Kematian diatur dalam Pasal 33 yaitu :
Apabila seorang pekerja dikarenakan sesuatu dan lain hal berakibat pada
kematian pekerja bersangkutan, maka perusahaan akan memberikan
bantuan / sumbangan berupa :
a. Gaji dalam bulan yang sedang berjalan dibayar penuh
b. Bantuan biaya penguburan Rp. 1.000.000,-
5) Fasilitas Bantuan Bagi Pekerja Yang Ditahan
Fasilitas Bantuan Bagi Pekerja Yang Ditahan diatur dalam Pasal 34 yaitu:
(1) Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib karena
diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha
maka perusahan tidak wajib membayar upah, tetapi tetap wajib
memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi
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tanggungannya paling lama 6 (enam) bulan takwin sejak hari
pertam ditahan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk 1 (satu) orang tanggungan (25% x Upah)
b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan (35% x Upah)
c. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan (45% x Upah)
d. Untuk 4 (empat) orang tanggungan/lebih (50% x Upah)
(2) Perusahan cepat melakukan PHK terhadap pekerja yang setelah 6
(enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana
mestinya karena masih dalam proses perkara pidana sebagaimana
dimaksuddalam ayat 1 diatas.
(3) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum 6
(enam) bulan berakhir dan pekerja dinyatakan bersalah, maka
perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
(4) Apabila pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka perusahaan wajib
merehabilitasi, memberikan hak yang tertunda dan
mempekerjakan kembali.
c. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
Standar keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di perusahaan sudah
menerapkan standar sesuai yang peraturan perundangan. Sehingga secara normatif
penerapan peraturan perundangan berjalan dengan baik. Penyusunan standar
keselamatan dan kesehatan kerja didasarkan pada lingkup kerja atau tugas pekerjaan
yang dilakukan oleh karyawan7.




1) Asas Keselamatan Kerja
Asas keselamatan kerja diatur dalam Pasal 35 yaitu :
(1) Semua pihak baik perusahaan maupun pekerja wajibmenaati ketentuan –
ketentuan tewntang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
(2) Tidak ditaatinya ketentuan K3 pada saat bekerja dapat berakibat
dikenakan sanksi SP3, setelah sebelumnya mendapat beberapa kali
teguran lisan dan atau telah menerima Surat Peringatan I.
2) Keselamatan Kerja dan Perlengkapan Kerja
Keselamatan Kerja dan Perlengkapan Kerja diatur dalam Pasal 36 yaitu :
(3) Setiap pekerja wajib menjaga keselamatan dirinya serta pekerja lainnya
dengan memakai alat – alat keselamatan kerja yang telah disediakan
oleh perusahaan dan mengikuti ketentuan – ketentuan mengenai
keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku.
(4) Setiap pekerja, bila melihat / menjumpai hal – hal yang dapat
membahayakan keselamatan pekerja dan atau perusahaan, harus segera
melapor kepada pimpinan dan atau atasan langsung.
(5) Setiap pekerja wajib memelihara alat – alat perlengklapan kerja dengan
baik dan benar.
(6) Sarana perlengkapan kerja, masker, sarung tangan, sepatu boot, helm
dan lainnya sesuai dengan kebutuhan disediakan oleh perusahaan.
(7) Apabila pekerja berhenti bekerja maka pekerja bersangkutan wajib
mengembalikan semua peralatan kerja yang digunakannya dan atau
dibawah penguasaannya kepada perusahaan.
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(8) Apabila peralatan kerja tersebut diatas hilang baik sebagian maupun
seluruhnya dan tidak dapat dikembalikan lagi kepada perusahaan, maka
pekerja bersangkutan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada
perusahaan.
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara
Karyawan Dengan Perusahaan
Secara keseluruhan pelaksanaan PKB mulai dari berlakunya PKB yang
pertama sampai dengan PKB yang sekarang berlaku tidak mengalami banyak
masalah dalam hal kuantitas masalah yang dihadapi baik oleh Manajemen
Perusahaan, karyawan dan Sekar. Hal demikian dapat dimengerti karena dirasa
bahwa produk PKB yang ada telah mencerminkan dari hasil kesepakatan bersama
yang dirumuskan secara utuh dengan memperhatikan semua kepentingan8. Namun
demikian untuk beberapa hal yang menyangkut dengan kebijakan dari manajemen
perusahaan berkaitan dengan kesejahteraan karyawan dan juga penjatuhan sanksi
disiplin oleh perusahaan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan
seringkali menimbulkan masalah9. Adapun masalah-masalah yang ada diantaranya
yaitu:
1. Pembuatan atau penerbitan keputusan direksi yang menyangkut
kesejahteraan karyawan dimana dalam penerbitan atau pembuatan draf
8Muhammad Bakri, Manager HRD, wawancara, di PT. Cahaya Makmur Industri, 5 Februari
2013




tidak melibatkan Sekar. Sehingga pembuatan atau penerbitan
keputusan hanya dilakukan oleh sepihak saja10. Alasan pembuatan
keputusan dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Sekar adalah
karena waktu mendesak dan anggaran yang banyak terserap11. Jika
menilik pada PKB yang ada berkaitan dengan hal tersebut, maka telah
terjadi pelanggaran perjanjian dengan tidak dilaksanakannya ketentuan
pasal dalam PKB.
2. Hal demikian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang
menyatakan apabila dalam pengelolaan perusahaan, PT. Cahaya
Makmur Industri.Tbk akan menetapkan kebijakan manajemen yang
berdampak terhadap kesejahteraan karyawan, perusahaan
mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Sekar12. Manajemen PT.
Cahaya Makmur Industri.Tbk berpendapat bahwa pelanggaran
terhadap Pasal 5 ayat (3) bukan hendak menghilangkan peran Sekar
dalam rangka menjalankan tugasnya. Karena pelanggaran tersebut
terdapat alasan yang mendukung dimana Sekar kemudian dapat
memakluminya13.
10Drs. Fakhruddin, Manajer, wawancara, di PT. Cahaya Makmur Industri, 12 Februari 2013
11Muhammad Bakri, Manager HRD, wawancara, di PT. Cahaya Makmur Industri, 5 Februari
2013.
12Abd. Salam Hasim, Sekretaris, wawancara, di PT. Cahaya Makmur Industri, 13 Februari
2013




2. Sering atau ada kalanya manajemen dalam penjatuhan sanksi disiplin
terhadap karyawan tidak mangajak atau melibatkan Sekar. Maka karyawan
tersebut tidak mendapatkan bantuan hukum dari Sekar guna membela
kepentingan dan hak dari karyawan. Contoh penjatuhan sanksi disiplin oleh
manajemen yaitu sanksi berat seperti penurunan pangkat atau dikeluarkan
dari perusahaan14.
Dari kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa peran dari Sekar tidak
begitu berjalan. Walaupun peran tersebut nantinya juga dilakukan setelah terjadinya
masalah yang dapat menciptakan perselisihan. Seharusnya Sekar tetap ditempatkan
sebagai sebuah perwakilan yang mempunyai peran sangat penting yaitu15:
Pertama, serikat pekerja mempunyai fungsi kanalisasi, yaitu fungsi
menyalurkan aspirasi, saran, pandangan, keluhan bahkan tuntutan masing-
masing pekerja kepada pengusaha. Dan sebaliknya, serikat pekerja berfungsi
sebagai saluran informasi yang efektif dari pengusaha kepada para pekerja.
Kedua, dengan memanfaatkan jalur dan mekanisme serikat pekerja, pengusaha
dapat menghemat waktu yang cukup besar menanganimasalah-masalah
ketenagakerjaan, dalam mengakomodasikan saransaran mereka, serta untuk
membina paara pekerja maupun dalam memberikan perintah-perintah, daripada
melakukannya secara individu terhadap setiap pekerja.






Ketiga, penyampaian saran dari pekerja kepada pimpinan perusahaan dan
perintah dari pimpinan kepada para pekerja, akan lebih efektif melalui serikat
pekerja, karena serikat pekerja sendiri dapat menseleksi jenis tuntutan pekerja
yang realistis dan logis, serta menyampaikan tuntutan tersebut dalam bahasa
yang dapat dimengerti dan diterima oleh pimpinan perusahaan.
Keempat, dalam manajemen modern yang menekankan pendekatan hubungan
antar manusia (human relation approach), diakui bahwa hubungan non formal
dan semi formal lebih efektif daripada atau sangat diperlukan untuk
mendukung hubungan formal. Dalam hal ini serikat pekerja dapat berfungsi
sebagai mitra pengusaha dalam mengembangkan hubungan semi formal.
Kelima, sebagai mitra pengusaha, serikat pekerja dapat memobilisasikan
seluruh pekerja sebagai anggotanya untuk bekerja secara disiplin, bertanggung
jawab dan penuh semangat.
Keenam, serikat pekerja yang berfungsi dengan baik, akan menghindari
masuknya anasir-anasir luar yang dapat mengganggu kelancaran proses
produksi dan ketenangan bekerja. Sehingga dengan tetap diperhatikannya
keberadaan Sekar oleh Manajemen perusahaan tentunya akan dapat
meminimalisir perselisihan yang dapat terjadi didalam perusahaan.
C. Upaya Penyelesaian Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) Antara Karyawan Dengan Perusahaan
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Upaya yang telah dilakukan oleh Sekar dan Manajemen perusahaan
diantaranya adalah:
1. Wujud dari peran yang dilakukan oleh sekar berkaitan dengan masalah yang
muncul dengan adanya keputusan manajemen yang berakibat terhadap
kesejahteraan karyawan yaitu melakukan peringatan atau somasi kepada BOD
(Board Of Director). Dari somasi atau peringatan yang dilakukan oleh Sekar
tersebut BOD menyambut positif langkah yang diambil oleh Sekar dalam
menjalankan fungsi dan perannya. Dimana kemudian Sekar dan BOD duduk
bersama dalam forum bipartit dan melakukan pembicaraan bersama untuk
mengkoreksi keputusan atau kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh
manajemen. Untuk kebijakan atau keputusan yang sudah dikeluarkan oleh
manajemen perusahaan selama ini tidak pernah dilakukan pembatalan. Namun
dilakukan koreksi dengan jalan dilakukan revisi berkaitan dengan substansi
dari keputusan atau kebijakan yang merugikan karyawan. Bila menurut
pertimbangan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan keadaan perusahaan
maka Sekar tidak terlalu memaksakan kehendak. Keadaan perusahaan yang
dapat menjadi pertimbangan misalnya kenaikan harga ataupun krisis yang
tidak memungkinkan perusahaan untuk memenuhi tuntutan dari Sekar.
Kemudian dalam pertemuan bipartit tersebut dibuatkan Minuta of Meeting
atau Berita Acara yang akan dilampirkan dalam keputusan direksi tersebut16.




2. Sekar memberikan bantuan yaitu: Langkah yang diambil Sekar dalam
menyikapi penjatuhan sanksi disiplin oleh manajemen kepada karyawan
yaitu17:
a. Menanyakan kepada pegawai yang bersangkutan perihal penjatuhan
sanksi disiplin yang diterima. Pertanyaan yang diajukan Sekar yaitu
mengenai kasus posisi yang terjadi berkaitan dengan penjatuhan sanksi
disiplin tersebut. Kemudian apakah merasa keberatan atau tidak
terhadap keputusan penjatuhan sanksi tersebut.\
b. Apabila dari jawaban atas penjatuhan sanksi adalah keberatan, maka
sekar melakukan upaya yaitu menyurati kepada manajemen (HRD)
untuk pendampingan advokasi lanjutan. Hal ini dilakukan karena
kemungkinan karyawan tersebut tidak mau didampingi oleh sekar
dalam advokasinya yang mana disebabkan karena faktor prestise.
Sehingga dengan kata lain bahwa peran Sekar dalam memberikan
bantuan terhadap karyawan yang bersangkutan juga tergantung dari
keputusan apakah menerima bantuan dari Sekar atau tidak.
Jika dilihat keefektivan dari Pelaksanaan PKB di PT. Cahaya Makmur
Industri sebagai sarana mengatur hubungan kerja, maka sesuai pandangan dari
Purnandi Purbacaraka bahwa unsur manusia adalah paling berpengaruh karena
menginggat manusia sebagai pembuat dan pelaksana dari peraturan tersebut. Dalam
pembuatan dan pelaksanaan PKB tersebut yang paling menentukan dapat
terlaksanannya PKB secara efektif adalah Sekar, karyawan dan manajemen. Dari sisi




peraturan, PKB sudah dapat menjadi acuan dan pedoman bagi hubungan kerja yang
ada karena dibuat secara sah.
Kemudian jika ditinjau dari sikap mental para pihak yang melaksanakan PKB
cenderung dapat tidak berjalan efektif karena banyak dipengaruhi oleh kondisi dari
luar maupun dari dalam karyawan. Kondisi dari dalam yang memicu pelaksaan PKB
yaitu tuntutan pribadi yang mengakibatkan adanya pelanggaran disiplin dalam
perusahaan. Sedangkan faktor dari luar yang dapat mengganggu terlaksananya PKB
adalah kondisi ekonomi maupun kebijakan pemerintah pusat yang berdampak






Berdasarkan pokok permasalahan yang diidentifikasikan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:
1. Perjanjian Kerja Bersama harus dibuat dalam bentuk tertulis dengan huruf
latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal perjanjian kerja bersama
dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian kerja bersama
tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi
yang telah disumpah dan hasil terjemahan tersebut dianggap sebagai
perjanjian kerja bersama yang telah memenuhi syarat perundang-undangan
yang diatur dalam Pasal 116 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
2. Berdasarkan kerentuan yang diatur dalam Pasal 21 Kep.48/Men/IV/2004
tentang tentang Tata cara Pembuatan dan pengesahan Peraturan perusahaan
serta pembuatan dan pengesahan Perjanjian Kerja Bersama, perjanjian kerja
bersama sekurang-kurangnya harus memuat:1
a. Nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/serikat buruh;
b. Nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan;




c. nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
d. Hak dan kewajiban pengusaha;
e. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh;
f. Jangka waktu dan mulai berlakunya perjanjian kerja bersama;dan
g. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.  Menurut
ketentuan didalam Pasal 124 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003, Perjanjian kerja
bersama haruslah paling sedikit memuat:
h. Hak dan kewajiban pengusaha;
i. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
j. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
k. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
Secara yuridis  formal dasar hukum dalam pembuatan Perjanjian Kerja
Bersama didasarkan atas Kepmenaker No. 48 tahun 2004 tentang Tata cara
Pembuatan dan pengesahan Peraturan perusahaan serta pembuatan dan pengesahan
Perjanjian Kerja bersama yaitu:
1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2) Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh;
3) Undang-Undang No. 18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi
ILO No. 98;
4) Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1954 tentang Tata Cara
Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan;
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5) Undang-Undang No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian
Perburuhan antara Serikat Pekerja dan Majikan.
B. Implikasi Penelitian
Implikasi teoritis penelitian ini adalah dapat memberikan kegunaan untuk
mengembangkan Ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum Perjanjian kerja
bersama, sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat dipakai
sebagai perbandingan dan bahan informasi bagi masyarakat atau para praktisi hukum
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